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ABSTRAK

Salah satu agenda reformasi pemerintah saat ini adalah untuk meningkatkan
efektifitas dan efesiensi serta produktifitas aparaturnya dengan cara melakukan reformasi
keuangan negara. Menjadi lembaga yang berbadan layanan umum adalah terobosan
pemerintah yang luar biasa agar pengelolaannya lebih profesional, efisien, produktif,
akuntabel dan transparan serta dapat mengikuti perkembangan zaman.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi yaitu bagaimana tinjauan yuridis Keputusan
Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.05/2016 dan Status Hukum dari Badan Layanan
Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang di dalam pengumpulan
bahan hukum tersebut digunakan beberapa prosedur pengumpulan data dan  stud;

kepustakaan (Library Research). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data
sekunder.

Simpulan, Merujuk PP Nomor 23 Tahun 2005, dengan melalui pola BLU diharapkan dapat
menyuburkan pewadahan baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi

meningkatkan pelayanan pemerintah yang dapat dinikmati oleh ;
masyarakat b
bukan merupakan badan hukum, namun BLU beroperasi untuk tu_?suzn aik dan BLU

umum yang pengelolaannya yang didelegasikan oleh instansi induknya

Rekomendasi, hendaknya Implementas; dari
l:.:gahtas agar pelaksanaan tugas dan fungsinya da

pemberian layanan
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BAB IV

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada analisis dan pembahasan masalah. maka

dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut -

Tmjavan Yundis  Keputusan ~ Menteri Keuangan ~ Nomor

831/KMK.05/2016 Tentang Penctapan Balai Pendidikan Dan Pelatihalf
Penerbangan Palembang Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi
Pemerintah ~ Yang Menerapkan Pola Pengelolaan ~ Keuangan Badan
lLayananksistensi Badan Layanan Umum

BLU dapat dibentuk di semua lembaga/ instansi pemerintahan, baik
pusat maupun di daerah, Badan Layanan Umum (BLU) sebagai
penyelenggara pelayanan publik sangatlah berperan penting dalam
memberikan dan memaksimalkan layanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa (pemanfaatan aset). Dengan melalui pola
BLU dimaksud (sebagaimana juga diamanatkan oleh Penjelasan PP 23
Tahun 2005) merupakan format baru dalam pengelolaan APBN dan dapat
menyuburkan pewadahan baru bagi pembaharuan manajemen keuangan
sektor publik. demi meningkatkan pelayanan pemerintah vang saat ini
dapat dinikmati oleh masyarakat baik Warga Negara Indonesia (WNI)

maupun Warga Negara Asing (WNA).

Status Hukum Badan Lavanan Umum Sebagal Penvelenggara Pelavanan
Publik Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 831 KMK 052016
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